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PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Bky

pu )l ol alll s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kincir, 2 Agustus 1984, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Dagang Minuman, tempat tinggal di
Kabupaten Bengkayang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bantul, 8 November 1973, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Keliling, tempat tinggal di,

Kabupaten Bengkayang, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2018

telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama, dengan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 26 Juni

2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 5 Maret 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di
Sanggau Ledo;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum
dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

e Sifat cemburu Tergugat, selalu menuduh penggugat berselingkuh
dengan orang lain, padahal Penggugat tidak pernah berhubungan
dengan orang lain;

o Tergugat selalu mempermasalah tidak memiliki keturunan;

. Tergugat kurang memberikan nafkah;
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6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengungkit masa lalu
Penggugat dan masalah katurunan padahal Tergugat sendirilah yang
bermasalah;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2017 disebabkan
masalah keturunan dan cemburunya tergugat, yang pada akhirnya karena
merasa risih dan tidak nyaman Penggugat langsung pulang ke rumah orang
tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang;

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak
perduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat
namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

10.Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi
dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Bengkayang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat
dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator
Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.l. Hakim Pengadilan Agama
Bengkayang, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian
sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Juli 2018;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat
dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan
Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan

Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan
Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan acara jawab menjawab sudah
cukup dan agenda sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 5
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Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Samalantan, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, (Bukti P);
Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:
1. Saksi 1, saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang
menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah

tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mempermasalahkan
karena tidak punya anak, Tergugat juga sering menuduh Penggugat

berselingkuh;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, saksi adalah bibi Penggugat, telah memberikan keterangan di

bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang
menikah pada tahun 2013;

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah

tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mempermasalahkan
karena tidak punya anak, Tergugat juga sering cemburu, serta Tergugat

kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat secara langsung

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberi

nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat agar tetap rukun tetapi tidak berhasil;
Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan
bukti apapun lagi;
Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;
Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak
mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin
bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan

putusannya;
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Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak
mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan Tergugat menyatakan tidak
keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon agar Pengadilan Agama
menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis

dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di
persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan
Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama lagi seperti dulu, hal ini
sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal
143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak

berhasil;
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Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah
diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut
tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan
yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena
sifat cemburu Tergugat, selalu menuduh penggugat berselingkuh dengan
orang lain, padahal Penggugat tidak pernah berhubungan dengan orang lain,
Tergugat selalu mempermasalah tidak memiliki keturunan, serta Tergugat
kurang memberikan nafkah, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu
mengungkit masa lalu Penggugat dan masalah katurunan padahal Tergugat
sendirilah yang bermasalah, dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,
Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga
bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan yang diajukan Tergugat
pada prinsipnya Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat serta
Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui semua dalil-dalil
gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai
dengan Penggugat namun perkara perceraian merupakan perkara khrusus (Lex
Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. maka berdasarkan ketentuan
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Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau
suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain,
harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat dibebani untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P perihal peristiwa perkawinan
Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim
menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai bahwa antara
Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang
masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Penggugat mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang
dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi
keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian
sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,
replik dan duplik dari Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti di persidangan,
maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 4 Maret 2013;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga
sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
perdamaian baik melalui Majelis Hakim dalam setiap memulai persidangan
maupun melalui Hakim mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,
karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah
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mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat
dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling
menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999, dapatlah
diambil kaidah hukum bahwa apabila perceraian berupa perselisihan dan
pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan
tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab
terjadinya perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak
telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak
tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh sebab apabila perkawinan
itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan pecah akan berbuat
yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, dengan demikian Majelis
Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat
mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mencerminkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sesuai
dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surah Ar-

Rum ayat 21;
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Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud
jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.
Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya,
maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah
tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan
bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi
kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian
merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat
untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan
petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Figh yang berbunyi:

adlaall > Lle paio suwlaall 1o
Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada

mencapai kemaslahatan” ;

dan petunjuk syar’i dalam Kitab Figih Sunnah juz Il halaman 248 yang diambil

alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

eIVl g zodl Lol yicl gl azg I dinn olall soJ lalges cuiws 1516
logiss TVl s (miolall jze g lgdlial pur 8 sl plgs aze $lla, las
Maksudnya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan

pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan

suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup
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bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil
mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan
talak satu ba’'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra
Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 471.000,- ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 18 Zulgaidah 1439 Hijriah oleh kami Arsyad, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag.,
M.H.l. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu
juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut
dan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis, Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. Arsyad, S.H.l.

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
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1. Biaya Pendaftaran - Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor :Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp.130.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp.250.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi :Rp. 5.000.-

Jumlah : Rp. 471.000
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